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KATA PENGANTAR 

MENTERI DALAM NEGERI 
 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, 
taufik, dan hidayah-Nya sehingga Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD 
Bidang Kesehatan dapat diselesaikan. Modul ini disusun Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia 
(ARSADA), Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), beberapa Pemerintah Daerah dan Akademisi 
dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(LPPSP FISIP) Universitas Indonesia telah menyusun Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan 
Kinerja BLUD Bidang Kesehatan.  

 Berdasarkan Pasal 18, Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bahwa dalam rangka menjamin 
ketercapaian Output dan Outcome pelayanan yang semakin efektif, efisien, ekonomis dan 
transparan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan 
praktek bisnis yang sehat, perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan maupun kinerja non 
keuangan BLUD Bidang Kesehatan. 

Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan ini 
menjelaskan mengenai tahapan penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang 
Kesehatan baik Rumah Sakit Daerah (RSD) maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 
Adapun Tahapan tersebut meliputi penyusunan penetapan kinerja, penyusunan laporan penilaian 
kinerja dan penyampaian laporan penilaian kinerja. Diharapkan modul ini dapat digunakan untuk 
membantu BLUD khususnya Bidang Kesehatan dalam melakukan Penyusunan dan Penilaian 
Laporan Kinerja. 

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang turut berkontribusi khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen atas 
dedikasinya dalam proses penyusunan dan sebagai lokus uji coba implementasi modul ini. 
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua. 
 

 
a.n. Menteri Dalam Negeri, 
 Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, 
 
 
 
 
 

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec, Dev 
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
                                     Jakarta, 29 November 2023 

Nomor  : 900.1.13.3/18686/Keuda Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia 
2. Bupati/Walikota Seluruh 

Indonesia Sifat : Penting  

Lampiran : 1 (satu) berkas   
Hal : Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan 

Kinerja BLUD Bidang Kesehatan 
 di- 

       Tempat 
 

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan 
dan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai perwujudan 
akuntabilitas penerapan BLUD khususnya pada Bidang Kesehatan, disampaikan 
sebagai berikut: 

1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama 
Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Asosiasi Dinas 
Kesehatan (ADINKES), beberapa Pemerintah Daerah dan Akademisi dari Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(LPPSP FISIP) Universitas Indonesia telah menyusun Modul Penyusunan dan 
Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan. 

2. Modul tersebut digunakan untuk Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja 
keuangan dan kinerja non keuangan BLUD Bidang Kesehatan untuk menjamin 
ketercapaian output dan outcome pelayanan yang semakin efektif, efisien, 
ekonomis, dan transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

3. Indikator Kinerja BLUD diukur paling sedikit meliputi: perspektif pelanggan, proses 
internal pelayanan, pembelajaran, pertumbuhan, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas 
dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran, serta 
kinerja lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah, diminta kesediaan Gubernur/Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas implementasi BLUD Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangannya 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri. 

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. 

a.n. Menteri Dalam Negeri, 
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, 

 
 

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec, Dev 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19680302 199303 1 002 

Tembusan: 
 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah 

Entitas pemerintah dipandang perlu dilihat kinerjanya sebagai bagian dari evaluasi 
organisasi maupun para personel pengelolanya. Dalam tingkat tertentu hasil kinerja 
tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan pengelolanya karena berhubungan 
dengan target yang diberikan oleh pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk 
mengawasi organisasi. Kinerja tersebut disajikan dalam bentuk laporan yang 
memberikan informasi kesepakatan target kinerja dan realisasi kegiatan organisasi 
yang menunjukkan pencapaian dari target kinerja tersebut. Laporan yang dimaksud 
adalah laporan kinerja.  

1.2 Pengaturan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah 

Entitas Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diminta untuk menyusun laporan kinerja 
yang bernama Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) atau lebih dikenal 
dengan Laporan Kinerja (LKjIP) baik di level Pemerintah Daerah maupun level 
Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 (Permendagri 79/2018) tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang 
merupakan peraturan teknis penerapan BLUD telah mengatur Laporan Kinerja Badan 
Layanan Umum Daerah sebagai berikut: 

Pengaturan yang terkait dengan kinerja pada pejabat pengelola BLUD adalah sebagai 
berikut: 
1. Pasal 3 ayat (2) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Pejabat Pengelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja 
umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD 
dalam pemberian layanan, kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa Pegawai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk 
mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola sendiri dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri 
dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. 

2. Pasal 8 ayat (1) huruf g Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Pemimpin BLUD 
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang 
dilakukan oleh pejabat keuangan  dan pejabat teknis, mengendalikan tugas 
pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan 
kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah. 
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Pengaturan yang terkait dengan kinerja pada remunerasi BLUD adalah sebagai 
berikut: 
1. Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan 
pemimpin, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaturan remunerasi 
dalam peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran 
dan kinerja.  

2. Pasal 25 mengatur bahwa Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator 
penilaian, meliputi:  
a. pengalaman dan masa kerja;  
b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;  
c. resiko kerja;  
d. tingkat kegawatdaruratan;  
e. jabatan yang disandang; dan  
f. hasil/capaian kinerja. 

3. Pasal 26 dijelaskan bahwa selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan 
faktor:  
a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;  
b. pelayanan sejenis;  
c. kemampuan pendapatan; dan  
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan 

manfaat bagi masyarakat 

Pengaturan yang terkait dengan Laporan Kinerja sebagai bagian dari Laporan 
Pertanggungjawaban BLUD adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 99 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa BLUD menyusun 
pelaporan dan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan, kemudian pada 
ayat (6) dijelaskan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau 
keluaran BLUD. 

2. Pasal 100 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Pemimpin BLUD 
menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan, kemudian pada ayat (2) 
dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode 
pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi 
pengawasan di pemerintah daerah. 

3. Pasal 102 Permendagri 79/2018 mengatur bahwa dalam rangka pembinaan untuk 
menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah 
daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang 
menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Menteri 
melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. 
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Dengan demikian BLUD harus menyusun Laporan Kinerja sebagai bagian dari 
pelaporan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) meliputi kinerja keuangan dan non 
keuangan. Untuk memenuhi kewajiban BLUD dalam menyusun Laporan Kinerja 
diperlukan pedoman teknis penyusunan yang menjelaskan tahapan dan cara 
menyusun Laporan Kinerja. Tahapan penyusunan Laporan Kinerja BLUD perlu 
memperhatikan beberapa pengaturan pada Permendagri 79/2018 sebagai berikut: 

1. Pasal 41 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Renstra sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang 
disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 
mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan 
teknik analisis bisnis. Konteks Renstra pada pasal ini adalah pada saat 
penyusunan dokumen administrasi untuk membentuk BLUD, namun dapat juga 
digunakan untuk Renstra BLUD periode berikutnya. 

2. Pasal 58 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Unit Pelaksana Teknis 
Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada 
Renstra. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa RBA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun berdasarkan:  
a. anggaran berbasis kinerja;  
b. standar satuan harga; dan  
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 

diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil 
kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber 
pendapatan BLUD lainnya 

3. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Anggaran berbasis kinerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi 
pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien. 

4. Pasal 68 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa DPA yang telah disahkan 
dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala 
daerah dan pemimpin 

5. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:  
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;  
b. kinerja keuangan; dan  
c. kinerja manfaat bagi masyarakat. 

6. Pasal 14 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Satuan pengawas 
internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dapat dibentuk oleh 
Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja 
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan 
Praktek Bisnis Yang Sehat 
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1.3 Pengaturan Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum 
Daerah 

Selain kewajiban BLUD dalam menyusun Laporan Kinerja, terdapat juga Penilaian 
Kinerja yang pengaturannya dalam Permendagri 79/2018 adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (1) Permendagri 79/2018 mengatur bahwa Dewan Pengawas 
memiliki tugas:  

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;  
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan 

memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh 
Pejabat Pengelola BLUD;  

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan 
audit pemeriksa eksternal pemerintah;  

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas 
dan kewajibannya; dan  

e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:  
i. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;  
ii. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan  
iii. kinerja BLUD 

2. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Penilaian kinerja keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:  
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan 

(rentabilitas);  
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);  
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan  
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.  

3. Pada ayat (3) dijelaskan bahwa Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif 
pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan. 
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BAB II 

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

2.1 Tahapan penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah  

Kinerja BLUD sudah mulai dijelaskan pada rencana strategi BLUD, RBA BLUD, 
perjanjian kinerja yang dilampiri DPA dan RBA, laporan kinerja dan penilaian kinerja 
dimana dokumen-dokumen tersebut diatur dalam Permendagri 79/2018. Tahapan 
perencanaan kinerja sampai dengan penilaian kinerja BLUD tersebut, sebagai bagian 
keuangan daerah, harus memperhatikan tahapan perencanaan dan pengelolaan 
keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dan 
jadwal proses penyusunan APBD diatur secara umum oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Permendagri 77/2020) yang setiap tahunnya diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pedoman Penyusunan APBD yang 
terakhir kali terbit adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Permendagri 77/2020 juga 
menjelaskan tahapan dan jadwal proses pelaksanaan sampai dengan 
pertanggungjawaban APBD. 

Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD perlu memperhatikan tahapan dan 
jadwal proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Berikut 
adalah tahapan dan jadwal penyusunan APBD dimana RBA dan RKA menjadi 
komponen pembentukan APBD tersebut. RBA selain menyajikan informasi anggaran 
dalam nilai rupiah juga menyajikan indikator kinerja dan target pencapaiannya.  

a. Penyampaian nilai anggaran indikatif program kegiatan dan subkegiatan dari 
sumber dana BLUD berdasarkan Renstra BLUD pada Rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara 
(PPAS) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) paling lambat minggu 
4 bulan Juni Tahun n-1 (atau tahun sebelum tahun anggaran berkenaan). 

b. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan 
Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) oleh ketua Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) kepada kepala daerah yang telah direviu oleh Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah paling lambat minggu 1 bulan Juli 
Tahun n-1 dan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu.  
Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah, khususnya pada tabel Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur 
Perencanan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Indikator 
kinerja BLUD sudah terlihat secara umum pada Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, SubKegiatan 
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.  
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